
126 

BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan menemukan pada putusan 

Nomor: 62/G/1988 dan putusan Nomor: 292.K/AG/1997 yang dinyatakan 

noneksekutabel pada pelaksanaannya sebab amar putusan hanya bersifat 

declaratoir tidak ada amar berupa perintah penghukuman atau bersifat 

condemnatoir. Sedangkan pada putusan nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt 

pelaksanaanya tidak dapat dijalankan sebab ada objek sengketa lain yang belum 

dipertimbangkan. Sehingga langkah penyelesaiannya dengan cara mengajukan 

Gugatan Baru penambahan, perbaikan atau perubahan amar yaitu pada pengadilan 

tingkat pertama dengan putusan Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG, putusan 

Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp, dan putusan Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt. 

Walaupun tidak ada hukum acara yang mengatur tentang diperbolehkannya, 

gugatan baru ini tetap bisa dilakukan dengan mengacu pada: 

1. Menggunakan pendapat ahli hukum atau doktrin darai M. Yahya Harahap 

dan Abdul manan. 

2. Demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 1 undang-undang 

nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 

3. Menghindari terjadinya putusan illusoir (hampa) yang tidak bernilai apa-apa 

dan demi tercapainya tujuan hukum suatu putusan hakim yang mencakup 

pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
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B. SARAN 

Dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi baik bagi parak praktisi hukum maupun badan Peradilan 

Agama dalam  pelayanannya dan proses beracara tetap memperhatikan asas-asas 

yang berlaku dalam  perundang-undangan. Agar nantinya tidak terjadi kekliruan 

sehingga menimbulkan permasalahan yang baru dan masih belum ada aturannya. 


